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BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN
NOMOR 45 TAHUN 2016

====================================================== 
PERATURAN BUPATI TABANAN

NOMOR 45 TAHUN  2016

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 81 TAHUN 
2015 TENTANG  PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN  DAN  

BELANJA  DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI  TABANAN,

Menimbang : a. bahwa Pemerintah Kabupaten Tabanan telah 
menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Tabanan Tahun Anggaran 2016 melalui 
Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2015 tentang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan 
Tahun 2015 Nomor 15, Tambahan  Lembaran Daerah 
Kabupaten Tabanan  Nomor 15);

b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah 
Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan atas 
Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2015 tentang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2016, maka dipandang perlu untuk 
melakukan perubahan kedua kalinya atas Peraturan 
Bupati Nomor 81 Tahun 2015 tentang Penjabaran 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2016;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan 
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Mengingat :

Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2015 tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2016;

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah 
Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat 
dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4286);   

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4400);  

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4421) ;

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 
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Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor  23 
Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5679);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang 
Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 
Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4027);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil 
Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4028);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4416) sebagaimana telah dirubah beberapakali 
terakhir  dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 
Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan 
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia    Nomor 4712);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
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Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia   Nomor 4502);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang 
Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia             Nomor 4577);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 4578);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar 
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4614);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5156);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang 
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik 
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Indonesia Tahun 2011 Nomor 29, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5219);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor  21 
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 
2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;

26. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 5 Tahun 
2003 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan 
Wakil Kepala Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Tabanan Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 4) ;

27. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 4 Tahun 
2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan 
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah Kabupaten Tabanan  (Lembaran Daerah 
Kabupaten Tabanan Tahun 2004 Nomor 35, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan   Nomor 4) , 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang 
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten 
Tabanan Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kedudukan 
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabanan 
(Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2007 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Tabanan  Nomor 5) ;

28. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 2 Tahun 
2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten Tabanan (Lembaran Daerah Kabupaten 
Tabanan Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 2) ;

29. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 1 Tahun 
2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan 
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Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 
2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Tabanan Nomor_1);

MEMUTUSKAN  :

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN 
KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 81 
TAHUN 2015 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 
ANGGARAN 2016.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 81 
Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah  
Kabupaten Tabanan Tahun 2015 Nomor 81), diubah sebagai 
berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut_:

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2016 terdiri atas :

1. Pendapatan
a. Pendapatan Asli 

Daerah
b. Dana Perimbangan
c. Lain-lain pendapatan 

daerah yang sah 
Jumlah Pendapatan

Rp.   304.920.947.542,44

Rp.1.224.910.394.000,00

Rp.   384.935.224.356,88
Rp.1.914.766.565.899,32

2. Belanja

a. Belanja Tidak Langsung
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Menetapkan :

1) Belanja Pegawai
2) Belanja Bunga
3) Belanja subsidi
4) Belanja hibah
5) Belanja bantuan sosial
6) Belanja bagi hasil 

kepada provinsi/ 
kabupaten/ kota dan 
pemerintahan desa

7) Belanja bantuan 
keuangan kepada 
provinsi/ kabupaten/ 
kota, pemerintahan 
desa dan partai politik

8) Belanja tidak terduga
Jumlah Belanja Tidak 
Langsung

Rp.1.057.352.882.754,00
Rp.         100.000.000,00
Rp.                           0,00
Rp.    37.818.400.000,00    

Rp.      3.300.000.000,00

Rp.    14.417.336.225,00
   

Rp.  206.138.515.000,00

Rp.      2.164.663.524,94    

RP.1.321.291.797.503,94

b. Belanja Langsung
1) Belanja Pegawai
2) Belanja barang dan 

jasa
3) Belanja modal
Jumlah Belanja Langsung
Jumlah Belanja
Surplus/ (Defisit)

RP.    33.981.774.733,00

Rp.  427.550.237.824,68
Rp.  278.067.826.578,82

Rp.  739.599.839.136,50
Rp.2.060.891.636.640,44
Rp. (146.125.070.741,12)

3. Pembiayaan 

a. Penerimaan
b. Pengeluaran
Jumlah Pembiayaan Netto
Sisa lebih pembiayaan 
anggaran tahun berkenaan

Rp. 147.605.070.741,12
Rp.     1.480.000.000,00

Rp. 146.125.070.741,12

Rp.                         0,00
2. Merubah Lampiran I yang selanjutnya dibaca 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Bupati ini.
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3. Merubah Lampiran II yang selanjutnya dibaca 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Bupati ini.

4. Merubah Lampiran III yang selanjutnya dibaca 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran III, yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Bupati ini.

5. Merubah Lampiran IV yang selanjutnya dibaca 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV, yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan 
Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan
pada tanggal 3 Oktober 2016

BUPATI  TABANAN,

            TTD

NI PUTU EKA WIRYASTUTI



805

Diundangkan di Tabanan
pada tanggal 3 Oktober 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,

                  TTD

I NYOMAN WIRNA ARIWANGSA

BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2016 NOMOR 45


